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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja Perangkat Daerah selanjutnya yang disebut Renja

Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan organisasi perangkat

daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan. Dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat

Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan

awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen Renja Perangkat

Daerah mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan

pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunannya hingga

penetapan dokumen Renja Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan

alur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86

Tahun 2017 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Renja Perangkat Daerah

memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, tujuan dan sasaran renja serta memuat

program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan yang berpedoman pada

Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan penjabaran dari

dokumen Renstra Perangkat Daerah yang merupakan salah satu komponen

dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Renja

Perangkat dalam tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui

sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh perangkat daerah

serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP). Sesuai amanat tersebut maka Badan Kepegawaian

Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Solok

sebagai Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten

Solok Tahun 2025. Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini merupakan tahun-
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tahun awal pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026.

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen yang secara substansial

penerjemahan dari Rencana Strategis (Renstra) sesuai arahan operasional

dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja merupakan acuan

Perangkat Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam Kebijakan

Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang

akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.

Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi

pelaksanaan program / kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana

capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud

dari kinerja Perangkat Daerah.

Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah mengacu kepada Program

Nasional dan Propinsi Sumatera Barat dengan hubungan keterkaitan sebagai

berikut:

Dalam penyusunan Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2025 mempedomani

Misi No. 4 Kepala Daerah yaitu “Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola

Pemerintahan yang baik dan bersih” dengan rincian:

Tujuan : Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang

berkualitas

Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi

Sasaran : Meningkatnya birokrasi yang Kapabel

Indikator : Indeks Profesionalitas ASN

Sedangkan sesuai RPJMD Kabupaten Solok Tahun 2021-2026, pada

BAB VI tabel 6.3 Program prioritas yang pada BKPSDM adalah “Peningkatan

Kualitas SDM ASN” sebagai berikut:

Tujuan 1 : Mewujudkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah

Tata Kelola Pemerintahan

Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia
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Keterangan : Pelatihan dan Diklat ASN, serta Beasiswa bagi ASN

berprestasi

BKPSDM mempunyai hubungan fungsional dan profesional baik langsung

dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang ada di pusat, maupun dengan

kantor-kantor regional BKN yang tersebar pada dua belas wilayah kerja. Ada

sebanyak 7 sasaran strategis Badan Kepegawaian Negara yang secara

keseluruhan masih terdapat permasalahan Pelayanan di BKPSDM sehingga

Penyusunan Renja Tahun 2024 diharapkan dapat mendorong pelayanan

BKPSDM agar bisa sejalan dengan sasaran strategis BKN.

Selain itu BKPSDM juga memiliki hubungan fungsional dengan Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sesuai dengan sasaran

strategis BKD Propinsi Sumatera Barat “Meningkatnya kualitas pengelolaan

Manajemen SDM Aparatur”. Penyusunan rencana kerja (RENJA) Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok

Tahun 2025 diselaraskan dengan sasaran strategis BKD Propinsi Sumatera

Barat.

1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Solok Tahun

2025 mengacu pada:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibu

Kota Kabupaten Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah

Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4447);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2020 tentang Hasil

Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
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11. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2021 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Solok Tahun 2021-2026;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

14. Peraturan Bupati Solok Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis

Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

15. Peraturan Bupati Solok Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja BKPSDM

Kabupaten Solok yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Nomor

6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Solok Nomor 53

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi

Serta Tata Kerja BKPSDM Kabupaten Solok

1.3. Maksud dan Tujuan
1.3.1 Maksud

Renja BKPSDM Kabupaten Solok Tahun 2025 selain dimaksudkan untuk

menyesuaikan program dan kegiatan yang tertuang pada RKPD Kabupaten

Solok Tahun 2025 dalam upaya percepatan pencapaian indikator kinerja

perangkat daerah yang telah ditetapkan karena perubahan kondisi dan

permasalahan yang dihadapi juga sebagai guidens agar pelaksanaan kegiatan

pembangunan menjadi lebih terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam

rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan

pembangunan yang telah ditetapkan sebagai dokumen rencana tahunan

Perangkat Daerah.
1.3.2 Tujuan

Renja BKPSDM Kabupaten Solok Tahun 2025 mempunyai tujuan sebagai

berikut:

a. menjabarkan review rencana strategis ke dalam rencana operasional;
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b. memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka

menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Renja BKPSDM Kabupaten Solok Tahun 2025

disusun sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta

sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Menjelaskan tentang evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja

pelayanan perangkat daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas

dan fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap rancangan awal RKPD

serta Penelahaan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan

sasaran Renja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat program yang akan dilaksanakan serta pagu indikatif yang

diperlukan untuk pencapaiannya

BAB V PENUTUP

Menguraikan tentang catatan-catatan penting yang perlu mendapat

perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan

rencana tindak lanjut.
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BAB II
HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN YANG LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu Dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah
Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi

sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program

dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program

dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan

yang dihadapi. Pada Tahun 2023 anggaran yang dikelola Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok

adalah sebesar Rp.58.882.271.971,00 dan terealisasi sebesar Rp.

22.340.449.023,00 (37,94%) dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai sebesar Rp. 55.621.911.962,- Anggaran tersebut

digunakan untuk membiayai pembayaran Gaji danTunjangan

Pegawai (Termasuk Gaji PPPK dan CPNS), Tambahan Penghasilan

ASN serta Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan

dan realisasinya sebesar Rp.19.357.566.559 atau 34,80%.

b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 3.037.710.009,00,- Anggaran

tersebut digunakan untuk melaksanakan 3 (tiga) Program, 11

(sebelas) kegiatan dan 38 (tiga puluh delapan) sub kegiatan, dengan

realisasi sebesar Rp.2.763.302.464,- atau 90,97 %.

c. Belanja Hibah sebesar Rp. 100.000.000,- Anggaran tersebut

dihibahkan kepada 1 Lembaga Profesi ASN yaitu Korps Pegawai

Negeri Republik Indonesia Kabupaten Solok, dengan realisasi

sebesar Rp.100.000.000,- atau 100%

d. Belanja Modal sebesar Rp. 122.650.000,- Anggaran tersebut

digunakan untuk pembelian Belanja Modal Peralatan dan Mesin,

dengan realisasi sebesar Rp. 119.580.000,- atau 97,50%.



7

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024
BPSDM Kabupaten Solok



8



9



10



11



12



13

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Sehubungan dengan kinerja pelayanan pemerintah daerah, Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, di

dalam Pasal 11 ayat (4) menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang bersifat wajib berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal

(SPM) dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Sebagaimana diketahui bahwa SPM adalah ketentuan tentang mutu

pelayanan yang secara minimal harus disediakan oleh Pemerintah Daerah

dalam rangka penyelengaraan urusan wajib dalam kurun waktu tertentu. Untuk

urusan kepegawaian sebagaimana telah ditentukan dalam PP Nomor 38 Tahun

2007, sampai saat ini belum ada indikator urusan kepegawaian yang ditetapkan

dalam bentuk SPM yang di atur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut sampai dengan saat ini BKPSDM

Kabupaten Solok belum memiliki standar pelayanan minimal bagi kegiatan

bidang kepegawaian. Meskipun kegiatan tersebut tidak termasuk dalam kategori

pelayanan dasar, namun demikian perlu kiranya ada suatu standar yang formal

dalam pelayanan terhadap aparatur khususnya dan masyarakat pada umumnya

sehingga pada gilirannya akan berdampak terhadap optimalisasi kinerja

pelayanan organisasi.

Berikut pelayanan yang diberikan oleh BKPSDM Kabupaten Solok:

1. Pelayanan Internal

Pelayanan internal yang diselenggarakan Sekretariat BKPSDM bersifat

koordinasi dan fasilitasi seluruh program kegiatan yang dilaksanakan di

BKPSDM, diantaranya:

a. Pelayanan Subbagian Perencanaan dan Keuangan

 Pelayanan penyusunan dokumen RPJMD, Renstra, RKPD,

Renja, Forum PD, RKA, DPA, RDPPA, DPPA, LKIP, LKPJ,

LPPD dan Monev.

 Pelayanan gaji dan TPP, pencairan anggaran dan SPJ, laporan

keuangan, CalK, neraca dan LRA.
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b. Pelayanan Subbagian Umum dan Kepegawaian

 Pelayanan administrasi surat menyurat (masuk dan keluar);

 Pelayanan Karis, Karsu, Karpeg, KPE, Taspen, Konversi NIP,

KGB, Kenaikan Pangkat, SKUMPTK (KP4) dan pensiun PNS

internal BKPSDM;

 Pelayanan perjalanan dinas dalam dan luar daerah.

2. Pelayanan Eksternal

Pelayanan eksternal BKPSDM dilaksanakan oleh bidang-bidang.

Pelayanan ini mengacu pada tupoksi BKPSDM sebagai unsur pelaksana

urusan kepegawaian di daerah. Pelayanan ini menyangkut seluruh PNS

yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Solok.

a. Pelayanan pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Urusan Pengembangan Pegawai Fungsional Tertentu;

 Pelayanan jabatan fungsional tertentu (SK Pengangkatan

Pertama, SK Kenaikan Jabatan, SK Pembebasan Sementara,

SK Pengangkatan Kembali, Ujian Kompetensi).

Urusan Pengembangan Pegawai Struktural dan Fungsional Umum

 Pelayanan mutasi dan perpindahan dalam dan luar derah

 Pelayanan baperjakat dan pelantikan pejabat

 Pelayanan Tugas dan Ijin Belajar

Urusan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sipil Negara (ASN).

 Pelayanan informasi diklat

 Pelayanan penyelenggaraan diklat

b. Pelayanan pada Bidang Kepangkatan, Data dan Pengadaan

Urusan Kepangkatan

 Pelayanan kenaikan pangkat pegawai

 Pelayanan Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas.
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 Pelayanan Pencantuman Gelar, Peninjauan Masa Kerja dan

Mutasi Lain-lain PNS

Urusan Data dan Informasi

 Pelayanan data dan informasi kepegawaian (SIMPEG)

 Pelayanan bezeting pegawai

Urusan Formasi dan Pengadaan

 Pelayanan informasi seleksi penerimaan calon ASN.

 Pelayananan peningkatan status CPNS menjadi PNS dan

sumpah PNS

c. Pelayanan pada Bidang Pembinaan, Kesejahteraan dan Pemberhentian

Urusan Pembinaan

 Pelayanan penyelesaian kasus-kasus pegawai

Pelayanan SKP online

Urusan Kesejahteraan

 Pelayanan Taspen, Karis, Karsu, Karpeg, Konversi NIP

 Pelayanan Satya Lancana Karyasatya pegawai;

 Pelayanan cuti pegawai.

Urusan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara

 Pelayanan Pensiun

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten

Solok berdasarkan Sasaran/Target Renstra Periode Sebelumnya (2016-2021)

dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Namun demikian capaian-capaian tersebut diatas secara kelembagaan

masih belum optimal yang disebabkan antara lain:

 Rendahnya profesionalisme PNS.

 Pengisian/penempatan dalam jabatan yang belum didasarkan pada
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kompetensi.

 Penilaian kinerja belum objektif.

 Penerapan peraturan disiplin belum dilaksanakan secara konsisten dan

konsekuen .

 Persoalan-persoalan internal PNS lainnya.

Hal demikian nampak pada tingkat capaian terhadap sasaran dan

tujuan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang

telah ditetapkan dalam renstra. Untuk itu perlu kiranya beberapa kegiatan

pembangunan khususnya dalam rangka mewujudkan sistem manajemen

kepegawaian yang lebih berdayaguna sebagai landasan pembinaan dan

pengembangan karir PNS perlu mendapatkan perhatian pada periode

perencanaan jangka menengah lima tahun mendatang.



17

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN SOLOK
TAHUN 2022-2026
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2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Dalam penyusunan Renja BKPSDM Kabupaten Solok Tahun 2025,

dilakukan terlebih dahulu inventarisasi dan menetapkan skala prioritas

permasalahan-permasalahan kepegawaian di lingkungan Pemerintah

Kabupaten Solok yang dirumuskan menjadi isu-isu penting penyelenggaraan

tupoksi perangkat daerah.

Berikut ini disajikan mengenai isu-isu penting yang perlu mendapat

perhatian untuk kurun waktu Tahun 2025, sebagai berikut:

a. Masih rendahnya kompetensi ASN

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, untuk mewujudkan

ASN sebagai bagian dari Reformasi Birokrasi, perlu ditetapkan ASN

sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan

dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan

prinsip merit yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada

kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar tanpa

membedakan latar belakang politik, ras, agama, warna kulit dan asal usul,

jenis kelamin, umur atau kondisi kecacatan.

b. Penempatan pegawai belum sepenuhnya didasarkan pada standar

kompetensi jabatan dan kebutuhan organisasi.

Standar kompetensi jabatan adalah persyaratan kompetensi minimal yang

harus dimiliki seorang ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya.

Penempatan ASN sesuai dengan standard kompetensi jabatan merupakan

salah satu cara untuk mewujudkan pemerintahan yang kapabel, akuntabel

bersih dan berwibawa menuju good governance. Permasalahan ini

hendaknya menjadi salah satu perhatian Tim Penilai Kinerja (TPK).

c. Belum optimalnya penerapan sanksi hukuman disiplin terhadap ASN yang

melanggar peraturan disiplin.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa disiplin aparatur masih lemah. Hal ini

kemungkinan disebabkan oleh belum diterapkan peraturan disiplin di

setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana peraturan yang

berlaku. Disiplin yang lemah menyebabkan hasil kinerja dan pelayanan

yang seharusnya diberikan oleh seorang aparatur tidak akan maksimal.
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Hal ini akan menyebabkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan

melayani tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan.

d. Belum optimalnya pemanfaatan dan penerapan teknologi informatika

dalam aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian.

Data pegawai yang lengkap dan up to date merupakan instrumen yang

sangat penting dalam penyusunan program perencanaan, peningkatan

kapasitas serta pembinaan dan pengembangan karir sumber daya

aparatur. Perencanaan yang dilakukan tanpa dukungan data yang lengkap

dan akurat, dapat berakibat terhadap tidak sesuainya rencana yang

disusun dengan kebutuhan pegawai. Untuk itu keberadaan sistem

informasi manajemen kepegawaian ini perlu lebih dioptimalkan

e. Pelayanan administrasi kepegawaian masih perlu peningkatan guna

mencapai pelayanan yang cepat, mudah dan tepat.

Kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh pelayanan di bidang

administrasi kepegawaian merupakan salah satu kunci dalam mendorong

terciptanya gairah aparatur dalam bekerja. Bila aparatur merasakan

kemudahan dalam mendapatkan pelayanan dalam pembinaan dan

pengembangan karirnya maka aparatur akan merasa lebih bersemangat

untuk memberikan kinerja yang lebih baik karena yakin bahwa setiap yang

telah dihasilkannya akan berbuah penghargaan atas apa yang telah

diraihnya.

f. Sarana dan prasarana kantor yang perlu peningkatan baik kualitas

maupun kuantitas.

Ketersediaan sarana dan prasarana kantor merupakan suatu syarat agar

suatu organisasi dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara

baik dan lancar. Disamping itu ketersediaan sarana dan prasarana kantor

yang representatif juga mendorong untuk menciptakan lahirnya pelayanan

yang lebih memuaskan bagi yang membutuhkan dan menimbulkan

kenyamanan bagi yang menikmatinya.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
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Review terhadap Rancangan Awal RKPD dapat dijelaskan dengan tabel

2.3
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Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

BKPSDM Kabupaten Solok
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2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kabupaten Solok

sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Bupati Solok Nomor 6 Tahun

2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan

Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok

bahwa BKPSDM Kabupaten Solok mempunyai kewenangan dalam bidang

pengelolaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, sehingga bersentuhan

langsung dengan masyarakat.

Dari hasil Musrenbang Kabupaten Solok Tahun 2024, usulan program dan

kegiatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi BKPSDM Kabupaten

Solok pada Renja BKPSDM Kabupaten Solok Tahun 2025 tidak ada yang

diusulkan dalam bentuk program dan kegiatan tambahan oleh pemangku

kepentingan seperti kelompok masyarakat terkait.
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BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Untuk meningkatkan pelayanan kepegawaian Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok berusaha untuk

menyelaraskan dengan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dan Badan Kepegawaian

Negara (BKN) sehingga pelayanan yang dilaksanakan Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok dapat dioptimalkan. Dari

beberapa penyelarasan tersebut ada beberapa sasaran strategis yang sesuai dengan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten, antara

lain:

Tabel 3.1
Tabel Penyelarasan Sasaran Strategis antara BKN, Badan Kepegawaian Daerah

Provinsi Sumatera Barat Dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Solok

No. Sasaran Strategis
BKN BKD Propinsi

Sumatera Barat
BKPSDM

Kabupaten Solok
1 Terwujudnya Instansi

Pemerintah yang
Profesional dalam
menerapkan
Manajemen ASN.

Meningkatnya
kualitas pengelolaan
manajemen SDM
aparatur.

Meningkatnya kualitas
pengelolaan manajemen
ASN

2 Terwujudnya
Pembinaan dan
Pelayanan
Kepegawaian yang
berkualitas prima.

Meningkatnya kompetensi
aparatur melalui pendidikan
dan pelatihan sesuai
kebutuhan

3 Terwujudnya
pemenuhan
kebijakan teknis
manajemen ASN.

Meningkatnya tata kelola
organisasi

4 Terwujudnya
peningkatan kualitas
Data dan Sistem
Informasi ASN.

5 Terwujudnya
peningkatan
digitalisasi
penyelenggaraan
layanan Manajemen
ASN.
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6 Terwujudnya
peningkatan kualitas
pengawasan dan
pengendalian
pelaksanaan
Manajemen ASN.

7 Terwujudnya
Manajemen Internal
BKN yang Efektif,
Efisien dan
Akuntabel.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Perumusan tujuan dan sasaran Renja didasarkan atas rumusan tujuan dan

sasaran Renstra perangkat daerah. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau

implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan Badan

Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok dalam jangka waktu 1 (satu)

sampai 5 (lima) tahun dan mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan dan program.

Penetapan tujuan strategis diharapkan dapat menjadi sarana untuk dapat secara tepat

mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh segenap jajaran organisasi Badan

Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok dengan mempertimbangkan

segenap sumber daya yang dimiliki.

Tujuan strategis di jabarkan lagi menjadi tujuan Perangkat Daerah Badan

Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok Tahun 2023 adalah sebagai

berikut:

Tujuan 1: Meningkatkan birokrasi yang kapabel
Tujuan 2: Meningkatkan akuntabilitas dan kinerja birokrasi

Sasaran startegis yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian dan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Solok adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata dengan

rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari

tujuan. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya Badan

Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok dalam seluruh kegiatannya.

Sasaran bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang, namun dapat dicapai dalam

periode 1 (satu) tahun pada masa sekarang dan berorientasi pada hasil.

Sasaran perencanaan strategis dijabarkan lagi menjadi sasaran perencanaan

Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Solok tahun 2025 adalah

sebagai berikut:
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1. Meningkatnya kualitas pengelolaan manajemen ASN, dengan indikator:

a. Persentase formasi jabatan pimpinan tinggi, administrasi dan fungsional

yang terisi sesuai kompetensi jabatan;

b. Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN;

c. Persentase data kepegawaian yang akurat;

d. Indeks kepuasan aparatur terhadap layanan kepegawaian.

2. Meningkatnya kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan sesuai

kebutuhan, dengan indikator:

a. Persentase pejabat struktural dan fungsional bersertifikat kompetensi

(PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).

3. Meningkatnya tata kelola organisasi, dengan indikator:

a. Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah
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Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran BKPSDM Tahun 2025
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3.3. Program dan Kegiatan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Tahun 2025

mengelola sebanyak 3 (Tiga) program, 12 (Dua Belas) kegiatan dan 46 (empat puluh
enam) sub kegiatan yang pelaksanaannya berlokasi di Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia

Adapun program dan kegiatan yang dikelola Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Program sebagai berikut:

1. Program Kepegawaian Daerah
Terdiri dari 4 kegiatan:
a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
dengan 6 sub kegiatan:
- Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk

Pelaksanaan Pengadaan ASN
- Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
- Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
- Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
- Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
- Pengelolaan Data Kepegawaian

b. Mutasi dan Promosi ASN
dengan 3 sub kegiatan:
- Pengelolaan Mutasi ASN
- Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
- Pengelolaan Promosi ASN

c. Pengembangan Kompetensi ASN
dengan 2 sub kegiatan:
- Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
- Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional

d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
dengan 4 sub kegiatan:
- Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
- Pengelolan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN
- Pelayanan proses izin perceraian
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2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
Terdiri dari 2 kegiatan:
a. Pengembangan Kompetensi Teknis
dengan 1 sub kegiatan:
- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan

Pilihan bagi jabatan Administrasi penyelenggaraan urusan
pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan
Pemerintahan Umum

b. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan
Fungsional
dengan 4 sub kegiatan:
- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan

Pilihan bagi jabatan Administrasi penyelenggaraan urusan
pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan
Pemerintahan Umum

- Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota

- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah,
Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan
Prajabatan

- Pembinaan, Pengordinasian, Fasilitasi pemantauan, Evaluasi, dan
pelaporan pelaksanaan Sertifikasi, pengelolaan kelembagaan dan
tenaga pengembang kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan
kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah,
Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan

3. Program Penunjang Urusan Pmerintah Daerah Kabupaten/ Kota
Terdiri dari 6 kegiatan
a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
dengan 7 sub kegiatan:
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
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- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar
Realisasi Kinerja SKPD

- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
dengan 3 sub kegiatan:
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
dengan 3 sub kegiatan:
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
dengan 6 sub kegiatan:
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
dengan 3 sub kegiatan:
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
dengan 4 sub kegiatan:
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaadan Pajak

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya



33

Rumusan rencana program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk tahun 2025 dan Tahun 2026 secara rinci
dapat dilihat pada tabel 3.3
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Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

dan Prakiraan Maju Tahun 2026
BKPSDM Kabupaten Solok
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah memuat program yang

akan dilaksanakan serta pagu indikatif yang diperlukan untuk pencapaiannya.

Rencana kerja dan pendanaan indikatif Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel

5.1.

Tabel 5.1

Pendanaan Indikatif

No Indikator Kinerja Target Pagu Indikatif

1 Persentase penempatan aparatur
sesuai kompetensi

75% Rp. 3.768.660.044

2 Rasio Pejabat Struktural dan fungsional
yang memiliki sertifikat kompetensi

85% Rp. 10.118.006.337

3 Persentase Pemenuhan Layanan
Kesekretariatan

100% Rp. 9.554.311.337

Jumlah Rp. 23.440.977.674
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